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Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku
masyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Setiap masyarakat
harus taat dan tunduk akan hukum yang telah dibuat. Ketaatan tersebut
tercermin pada masyarakat yang mampu menyeimbangkan kepentingan
individu maupun golongan untuk menciptakan ketertiban. Namun, di negara
Indonesia dalam menerapkan aturan masih banyak masyarakat yang
melanggarnya, salah satunya pada struktur pemerintahan desa. Pemerintahan
desa merupakan unit terkecil dari manifestasi struktur pemerintahan negara
Indonesia, hal tersebut diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2016
tentang desa. Pada Undang-undang tersebut, diatur terkait tata kelola desa
yang intinya membahas tentang tata kelola desa butuh keterlibatan aktif dari
berbagai unsur, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
masyarakat. Dalam mengelola desa, perlu adanya unsur pendukung yang
membantu kepala desa yakni perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa sudah mengatur terkait perangkat desa. Akan tetapi,
kurangnya peraturan ini belum mengatur dengan jelas tentang status
kepegawaian perangkat desa. Hal tersebut, dapat memengaruhi etos kerja dan
kesejahteraan mereka. Maka dari itu, perlu adannya perlindungan hukum bagi
perangkat desa guna menjamin hak dan kesempatan mereka. Selain itu,
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada penerapannya tidak
sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut terjadi pada Desa Kalipucung,
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
kedudukan hukum mengenai ketidaksesuaian mekanisme pengangkatan
perangkat desa dengan aturan yang berlaku? (2) Bagaimana akibat hukum
dari ketidaksesuaian mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan aturan
yang berlaku? (3) Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap
ketidaksesuaian pengisian jabatan dengan aturan yang berlaku?

Jenis penelitian ini berupa yuridis-normatif. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun sumber data primer diambil dari
Undang-undang dan kepala desa. Sedangkan, sumber data sekunder
didapatkan dari literatur yang relevan seperti, artikel, buku, jurnal, skripsi,
dan dokumen-dokumen yang lain untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.
Serta menggunakan teknik analisa data berupa statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Mekanisme dalam
pengangkatan perangkat desa seharusnya terdapat beberapa proses yang
harus dilalui diantaranya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan



terlebih dahulu. Kemudian dilakukan tes tulis dan tes wawancara. Akan
tetapi, di desa Kalipucung terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan
penerapannya. Dalam pengisian jabatan ini tidak dilakukan seleksi melainkan
penunjukkan secara langsung. (2) Ketidaksesuaian yang terjadi dalam
pengangkatan perangkat desa di Kalipucung saat ini belum ada sanksi yang
diberikan. Yang seharusnya perangkat desa tersebut diberhentikan sementara,
tetapi pada kenyataannya perangkat desa tersebut tetap menjalankan tugasnya
di kantor pemerintahan desa. Hal itu, terjadi karena mayoritas masyarakat
memilih untuk diam. Sehingga pemerintah menganggap kebijakan yang
dilakukan itu benar. Diamnya masyarakat saat ini dikarenakan kurangnya
pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat. (3) Pandangan fikih
siyasah terhadap penerapan pengisian jabatan ini dianggap tidak sah karena
adanya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun
masyarakat hanya diam dan tidak melakukan pemberontakan terhadap
tindakan tersebut tetap saja dianggap tidak sah. Hal itu karena masyarakat
tidak dapat dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan hukum.
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Law is a set of rules that govern people's behavior and if violated will be subject to
sanctions. Every society must obey and abide by the laws that have been made. This
obedience is reflected in a society that is able to balance the interests of individuals
and groups to create order. However, in Indonesia in implementing the rules there
are still many people who violate them, one of which is in the village government
structure. Village government is the smallest unit of manifestation of the Indonesian
state government structure, it is regulated in Law No. 6 of 2016 concerning villages.
Inthe Law, it is regulated related to village governance, which essentially discusses
village governance requires active involvement from various elements, such as the
village government, Village Consultative Bodies, and the community. In managing
the village, there needs to be a supporting element that helps the village head,
namely the village apparatus. Minister of Home Affairs regulation number 67 of
2017 has regulated village equipment. However, the lack of this law does not
clearly regulate the employment status of village officials. This can affect their work
ethic and well-being. Therefore, there is a need for legal protection for village
officials to guarantee their rights and opportunities. In addition, the appointment
and dismissal of village officials on their application is not in accordance with
existing rules. This happened in Kalipucung Village, Sanankulon District, Blitar
Regency.

The formulation of the problem in this study is: (1) What is the legal position
regarding the incompatibility of the mechanism for appointing village officials with
applicable regulations? (2) What are the legal consequences of the non-compliance
of the village apparatus appointment mechanism with the applicable regulations?
(3) What is the view of figh siyasah on the discrepancy of filling positions with
applicable regulations?

This type of research is juridical-normative. By using qualitative and quantitative
approaches. The primary data sources are taken from the Law and village heads.
Meanwhile, secondary data sources are obtained from relevant literature such as
articles, books, journals, theses, and other documents to be used as research
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material. As well as using data analysis techniques in the form of descriptive
statistics.

The results of this study show that: (1) The mechanism for appointing village
officials should have several processes that must be passed, including meeting the
requirements that have been determined in advance. Then a written test and an
interview test are conducted. However, in Kalipucung village there is a discrepancy
between the rules and their application. In filling this position, selection is not
carried out but direct appointment. (2) The discrepancy that occurred in the
appointment of village officials in Kalipucung currently has not been sanctioned.
The village apparatus should have been temporarily suspended, but in fact the
village apparatus continued to carry out its duties at the village government office.
That, happens because the majority of people choose to be silent. So that the
government considers the policy carried out is correct. The current silence of
society is due to the lack of understanding and awareness of the law by the public.
(3) The view of figh siyasah on the application of filling this position is considered
invalid because of actions that are not in accordance with applicable regulations.
Even if the community is silent and does not rebel against it, it is still considered
illegitimate. This is because the community cannot be used as a benchmark in
making legal decisions.
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